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ABSTRAK 

Di era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan kerja menjadi 

semakin meningkat dan komplek terutama dalam menghadapi Masyarakat  

Ekonomi Asian (MEA), Globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya 

issu Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah khususnya Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah-langkah strategis 

dan sinergis sebagai upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, 

dinamis, berkeadilan, sehingga  meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya 

Manusia (SDM). Penyelesaian perselisihan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial. Fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu memberikan 

pelayanan, menetapkan kebijakan, melaksanakan pengawasan, melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, dan menyelenggarakan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam memberikan pelayanan guna 

penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja pada Provinsi Aceh dan 

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja. 

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, penentuan informan menggunakan 

purposive sampling, Teknik Pengumpulan data  observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Disnakermobduk Aceh dalam 

memberikan pelayanan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

dengan menyediakan SDM yang membidangi mediasi, dan sangat ditentukan oleh 

peran Disnakermobduk Aceh menyediakan pelayanan  dalam menyelesaikan 

suatu perselisihan yang terjadi. Disnakermobduk Aceh harus menciptakan 

perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga hubungan antara 

kedua belah pihak dapat terjalin kembali dengan baik. Hambatan yang dihadapi 

Disnakermobduk Aceh adalah faktor eksternal yaitu Kurangnya input informasi 

mengenai regulasi ketenagakerjaan oleh pihak berselisih, Tidak ada I’tkat baik 

dari pihak yang berselisih. Sedangkan faktor internal: Kurangnya SDM yang 

membidangi mediasi, dan sarana dan prasana. Disarankan kepada 

Disnakermobduk Aceh  agar dapat menjunjung tinggi sikap profesionalitas. 

Disarankan kepada Kepala Disnakermobduk Aceh agar dapat memenuhi sarana 

dan fasilitas yang kurang memadai dan kepada pihak berselish agar dapat 

mempelajari regulasi ketenagakerjaan, agar mudah dan terhindar dari perselisihan 

hubungan industrial. 

Kata Kunci : Peran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, 

Penyelesaian Perselisihan, Pelayanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan kerja menjadi 

semakin komplek terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian 

(MEA), Globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya isu Hak Asasi 

Manusia (HAM), sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya 

Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sinergis sebagai 

upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan, 

sehingga  meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM). 
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Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjelaskan bahwa 

perselisihan hubungan industrial mempunyai empat jenis, yaitu perselisihan 

hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. 

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat langsung bagaimana 

situasi yang terjadi di lapangan dengan mengamati dan mencatat kejadian-

kejadian yang terjadi di lapangan secara sistematis, dalam melakukan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh 

Disnakermobduk Aceh, sebelum melakukan perundingan pihak berselisih 

menyampaikan masalahnya secara tertulis kepada pihak pengusaha, kemudian 

menyerahkan risalah tertulis Upaya telah melakukan perundingan bipartit dan 

diberikan kepada Disnakermobduk Aceh pada bidang Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial untuk diinventarisir dan mengidentifikasi masalah serta 

Membuat tata tertib dan jadwal perundingan oleh pihak Dinas. Setiap tahap 

perundingan dibuat risalah apabila salah satu pihak tidak bersedia tanda 

                                                           



3 
 

 

tangan maka dicatat dalam risalah, Perundingan dilakukan sampai 3 kali, Jika 

tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan perjanjian bersama (PB) lalu 

didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Jika tidak tercapai 

kesepakatan, maka pihak Disnakermobduk Aceh mengeluarkan Anjuran dan 

dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

Pada Penelitian ini peneliti fokus kepada 

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Perselisihan  

 

NO Tahun Jumlah Kasus 

1 2021 7 

2 2022 14 

3 2023 12 

Sumber : 

Namun dalam menyelesaikan perselisihan 

mediasi agar tercapainya hubungan yang harmonis, 

dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan Undang-

undang  Dasar 1945 demi kelangsungan perkembangan usaha, peningkatan 

kesejahteraan pekerja/buruh serta perluasan lapangan kerja melalui efektivitas 
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dalam penerapan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan kerja melalui Mediasi  dikabupaten/kota sesuai  domisili 

perusahaan. 

Perselisihan 

 kurangnya pengetahuan para pihak mengenai 

Mediasi, perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dan tidak hadirnya 

para pihak dalam sidang mediasi. Sedangkan faktor internal adalah kurangnya 

mediator, banyaknya pelimpahan kasus ke provinsi dan kurangnya fasilitas 

ruangan yang tidak memadai. Ketersediaan mediator sangat terbatas untuk 

menyelesaikan perselisihan yang dilimpahkan ke provinsi namun 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja adalah tempat 

penyelesaian permasalahan perselisihan di perusahaan yang terjadi antara 

pengusaha dan pekerja/buruh dalam arti kata jika terjadinya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dapat di selesaikan dengan perundingan Secara 
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Tripartit, dalam hal ini peran Disnakermobduk Aceh sangat menentukan  

dalam penyelesaian ini. 

Pada penelitian ini peneliti tertarik pada kasus PT. Armada Banda Jaya 

Suzuki Mobil Cabang Banda Aceh, pada tanggal 23 April 2023 dikeluarkan 

Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Pengusaha PT. Armada 

Banda Jaya Suzuki Mobil Cabang Banda Aceh (Kustomi Candra Krisna) 

dengan alasan telah lalai dalam bekerja dan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan, sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21 Sanksi dan 

Tingkat Pelanggaran ayat 6, yaitu karyawan akan diputuskan hubungan 

kerjanya tanpa syarat/tanpa ganti rugi/tanpa mendapatkan kompensasi dari 

perusahaan. Pekerja dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Armada 

Banda Jaya Suzuki Mobil Cabang Banda Aceh tanpa ada Pembinaan, Surat 

Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, dan dilanjutkan 

perundingan secara Tripartit oleh Disnkermobduk Aceh yang telah terlaksana 

mediasi sebanyak 3 kali, dan tidak mencapainya kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja, sehingga pihak Disnakermobduk Aceh mengeluarkan 

anjuran dan risalah. 
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1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dalam  identifikasi masalah yang didasari pada latar belakang masalah 

maka identifikasi masalah sebagai berikut : 

 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terdapat 

b. Apabila perundingan secara Bipartit belum mencapai kesepakatan 

maka kasus tersebut dilimpahkan ke Dinas Provinsi untuk 

diselesaikan dengan perundingan secara Tripartit.  
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dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang 

menyangkut hukum ketenagakerjaan dan hasil penelitian ini dapat 

memperkaya wawasan kita. 

b. Untuk 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai penyelesaian Pemutusan Hubungan 

kerja (PHK). 

 Untuk mengetahui peran 
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II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Teori Peran 

Menurut Duverger, menyatakan bahwa “
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mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peran yang harus 

dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan.”
5
 

Menurut Abdulsyani menyatakan “Peran 

 sekelompok orang terhadap 

seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. 

Menurut Mintzberg dalam Thoha ,

tokoh (Interpersonal Role), yakni suatu peran yang 

dilakukan  untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam 

setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.  
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2). Peran 
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2.1.2 Teori 
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2.1.3 Teori Organisasi  

Menurut Gitosudarmo dan Sudita menyebutkan bahwa “organisasi 

adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang 

dilakukan secara teratur dan berulang–ulang oleh sekelompok orang untuk 

mencapai suatu tujuan”.
10

 

Menurut Hasibuan, menyebutkan bahwa: 

aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok kepada 

manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun 

vertikal dalam struktur organisasi”.
12
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Menurut Maidawati, menyebutkan bahwa 

Berdasarkan beberapa definisi di atas pada prinsipnya kesamaan, 

maka dengan demikian dapat disimpulkan pengorganisasian adalah 

tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk 

 satu kesatuan, 

sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan.   
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2.1.4 Teori Sumber Daya Manusia 

Menurut Samsudin menyebutkan sebagai berikut “

 sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, 

baik institusi maupun perusahaan. 

manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian 

kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

hubungan industrial.”
16

 

Menurut Sutrisno, menyebutkan bahwa “
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Hanggraeni menyebutkan bahwa: 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memilikiakal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan,daya dan karya (rasio, karya dan  karsa). Semua potensi sumber 

daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam 

mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan bagi 

manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. 
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2.1.5 Konsep peng

n yang di dalam 
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Adapun kaitan dengan penulis lakukan 

yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Peranan Mediator dalam 

Proses Penyelesaian Perselisihan, namun pada instansi yang berbeda dan 

mengkaji hubungan Industrial, kemudian sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dan dengan melakukan observasi, 

Peranan Mediator dalam Proses Penyelesaian Perselisihan,sedangkan 

penulis berfokus pada Pelayanan yang diberikan dalam penyelesaian 

perselisihan.
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 Kaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan 

adalah sama-sama menngkaji tentang mediasi Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan  Industrial dan 

3. 

. Kaitan 

dengan penulis lakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang 

peranan mediator dalam proses penyelesaian kasus-kasus perselisihan, 

namun pada instansi yang berbeda dan mengkaji hubungan Industrial, 

kemudian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dengan 
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melakukan observasi, 

.”
24

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sugiyono 

menyebutkan bahwa “

menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, 

dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak 

dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif”.
26

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

mediator dalam penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja pada 

 Provinsi Aceh 

Jalan 
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. Alasan memilih lokasi ini adalah karena lebih 

dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau dari segi aksesibilitas 

pengambilan data. Selain itu peneliti ingin tahu sejauh mana Peran Mediator 

dalam menyelesaikan Peselisihan antara Pengusaha dan Pekerja.  

3.3 Fokus Penelitian 

Pada dasarnya pemahaman Fokus penelitian sebagai objek dan/atau 

sarana yang ingin dibidik oleh peneliti dilapangan nantinya setelah dilakukan 

observasi awal terhadap fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan 

antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi. Dalam 

perkembangan ini konsentrasi peneliti dapat menjadi landasan pembahasan 

selanjutnya untuk membuka cakrawala berfikir positif terhadap fokus yang 

sudah dibidik. Dalam fokus penelitian ini dilakukan tindakan sesuai dengan 

sifat pendekatan kualitatif yang lentur  yang mengikuti pola pikir yang 

empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari 

hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Sementara fokus yang dilakukan sebagaimana pendapat Moleong 

menyebutkan bahwa “Fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai 

dimensi-dimensi apa yang terjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara 

mendalam dan tuntas”. Dengan demikian terhadap fenomena tersebut 

mengisyaratkan segala sesuatu fenomena (gejala) dan  adanya ketidak beresan 

sosial tertentuyang menarik, signitifikasi sehingga memerlukan pemotretan, 

pemetaan, dan pemahaman secara mendalam yang pada gilirannya dapat 



26 
 

 

membantu pemecahan masalah tanpa masalah akan tetapi pemecahannya 

dilakukan melalui penelitian.
27

 

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi diri terhadap fenomena 

yang akan cermati, sebagaimana pandangan 

memanfaatkan paradigma”.
28

 Pada 

Pekerja 
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”
29

 

Fokus dalam 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kendala-kendala Yang Dihadapi Mediator 

 

NO Dimensi Indikator 
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1 

 

Internal  a. Kurangnya SDM yang membidangi 

mediasi 

b. Sarana dan Prasarana 

2 External a. Kurangnya input informasi mengenai 

regulasi ketenagakerjaan oleh pihak 

berselisih 

b. Tidak ada I’tkat baik dari pihak yang 

berselisih 

  Sumber : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3.4 Informan 

. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian 

                                                           



29 
 

 

Meloeong menyebutkan bahwa “informan yang digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi kriteria-kriteria, 

”.
31
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Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang 

digunakan penelitian berupa profil 

menyatakan data sekunder adalah “Sumber 

data yang diperolh dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami melalui lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, 

serta dokumen perusahaan.”
33

 

. 

dilakukan untuk memperoleh data 

dalam suatu penelitian. 
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Observasi yaitu cara untuk memperoleh data  melalui pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau 

data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya penelitian 

memahami dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan 

objek penelitian, yaitu bagaimana Peran Mediator Dalam 

dan Mobilitas Penduduk Aceh. 
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3.6.2 Wawancara  

Bungin menyebutkan bahwa “wawancara mendalam 

merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

”
36

 

Ahmadi mengemukakan  yaitu “

                                                           



33 
 

 

”.
38

  yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain 
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pada 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 

sebagaimana Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisishan Antara 

Pengusaha dan Pekerja 

 

 yang diperoleh di lapangan yang harus dicatat 

secara teliti dan rinci. Data yang telah  direduksikan telah memberikan 
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gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

 Penyajian 
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Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Interaktif  Miles dan Huberman 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber : Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. 

 

3.8 Teknik Pemeriksaan 

                                                           

Pengumpulan 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Penyajian Data 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Reduksi Data 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Kesimpulan-

kesimpulan Penarikan 

/Verifikasi 
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Menurut Sugiyono Triangulasi Sumber  berarti “untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama”.
43

 

 Triangulasi ini menggunakan data dari berbagai sumber dengan 

Teknik yang sama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan 

menggunakan berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanyaan penelitian 

dan mengurangi potensi bias dari penggunaan satu sumber 
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Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan susunan perangkat Aceh, yang mana pemerintah 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrian (PPHI), Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yang menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi 

(UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh 

Kabupaten/Kota di satu Provinsi, upah minimun ini ditetapkan setiap 

satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi komisi 

Dewan pengupahan Pro

dalam hal ini masih banyak 
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perusahaan yang belum dibayar upah sesuai dengan Upah Minimum 

Provinsi(UMP).  

 Visi dan Misi 
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43 
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 dan penyediaan mediator. Berdasarkan 

. Maka 

perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggungjawab 

Bidang Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti 

permintaan perundingan.  Namun dalam hal ini masih banyak kasus 

yang dilimpahkan ke Provinsi yang diselesaikan oleh 
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Tahun Anggaran 2021 yang ter-PHK 7 Kasus 

dengan rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Kasus PHK 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

 

Sedangkan Tahun 2022 dan 2023 

 sebanyak 16 kasus, dan pada tahun 2023 mula 

januari sampai dengan Oktober yang dilimpahkan ke Disnakermobduk 

Aceh sebanyak 12 kasus 

Peneliti disini mengambil kasus yang telah diselesaikan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provinsi salah 

satunya PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil cabang Banda Aceh. 

NO Hasil Mediasi Jenis Perselisihan Jumlah 

1 Perjanjian Bersama  PHK 1 Kasus 

2 Anjuran PHK 1 Kasus 

3 Dilimpahkan ke subussalam PHK 1 Kasus 

4 Pengembalian Berkas PHK 2 Kasus 

5 Proses PHK 1 Kasus 

6 Menunggu keputusan Pengadilan PHK 1 Kasus 

Jumlah 7 Kasus 
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Penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tahun 2022 dan 

2023 yang ter-PHK 14 Kasus dengan rinciannya sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Data Kasus PHK 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2022 

Sumber : 

Tabel 4.3 

Data Kasus PHK 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023 

NO Hasil Mediasi Jenis Perselisihan Jumlah 

1 Perjanjian Bersama  PHK 5 Kasus 

2 Anjuran PHK 2 Kasus 

3 Dilimpahkan Ke Mediator Pusat PHK 1 Kasus 

4 Dilimpakan Ke Kota Langsa PHK 1 Kasus 

5 Pengembalian Berkas PHK 2 Kasus 

6 Proses PHK 2 Kasus 

7 Dikembalikan Menunggu Bipartit PHK 1 Kasus 

Jumlah 14 Kasus 

NO Hasil Mediasi Jenis Perselisihan Jumlah 

1 Perjanjian Bersama  PHK 3 Kasus 

2 Anjuran PHK 2 Kasus 

3 Dilimpahkan Ke Disnaker Aceh 

Besar 

PHK 1 Kasus 

4 Proses PHK 4 Kasus 

5 Dikembalikan Menunggu Bipartit PHK 1 Kasus 
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Sumber : 

 

4.2 Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pengusaha dan Pekerja Pada 

perundingan secara bipartit dilakukan dengan prinsip musyawarah 

untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. 

Dalam musyawarah ini harus dapat mencapai kesepakatan 

penyelesaian, maka 

6 Ditangani oleh Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan 

PHK 1 Kasus 

Jumlah 12 Kasus 



48 
 

 

Penyelesaian melalui Bipartit adalah penyelesaian yang 

dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat antara pengusaha dan pekerja. Di 

dalam musyawarah ini harus dapat mencapai kesepakatan 

penyelesaian, maka didalam perundingan Bipartit kedua 

belah pihak wajib memiliki itikat baik untuk menyelesaikan 

permasalahan pemutusan hubungan kerja. 

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

. Maka 

perundingan secara  bipartit dilakukan dengan prinsip 

musyawarah untuk mencapai  mufakat secara kekeluargaan 

dan keterbukaaan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka 

pihak pengusaha  dan pekerja harus mengikuti peraturan 

perundang-udangan  tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan kerja.  
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Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi Persyaratan Kerja atau Mediator 

melalui lembaga bipartit yaitu antara pekerja dan 

pengusaha lamanya penyelesiaan tersebut satu bulan 

lamanya. 

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
48

 

 “Setelah melakukan tiga kali mediasi di Dinas 

Kabupaten/kota tidak tercapai kesepakatan maka pihak 

pengusaha memutuskan hubungan kerja (PHK) kepada pihak 

pekerja”. 
 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
49

 

“Dalam perundingan ini pihak pekerja menuntut pesangon, 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-

hak lainya sesuai dengan peraturan Undang-undang misalnya 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja, 

waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”. 

 

wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dapat dilakukan secara 
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perundingan Bipartit. Pihak pekerja sudah mengupayakan 

permintaan perundingan Bipartit melalui Dinas Kabupaten/Kota, 

Pihak Dinas telah memanggil kedua belah pihak untuk dapat hadir 

dalam mediasi penyelesaian  secara Bipartit, pihak pekerja hadir 

memenuhi panggilan tersebut dan pihak pengusaha tidak memenuhi 

panggilan (tidak hadir) sehingga tidak tercapai perundingan secara 

Bipartit. 

4.2.1.1.2 Perjanjian Bersama (PB) 

Mobilitas Penduduk Aceh, 

mengatakan bahwa:
50

 

Untuk menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) permasalahan 

yang telah disepakati ke dua belah pihak untuk 
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Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

Para pihak menerima anjuran maka mediator akan membantu 

membuat Perjanjian Bersama(PB). Dalam sidang mediasi 

secara bipartit yang mana pekerja harus membuat surat 

kepada pengusaha menuntut hak-hak pesangon melalui 

lembaga bipartit yaitu antara pekerja dan pengusaha lamanya 

penyelesaian tersebut satu bulan lamanya. 

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30  September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
53

 

 “Di dalam  perusahaan terdapat perselisihan antara 

pengusaha dan pekerja, pihak pengusaha Pernah mencoba 

menawarkan uang pesangon agar memenuhi hak-hak 

pekerja/buruh namun pekerja menolak tawaran tersebut, 

karena yang bersangkutan tetap mengacu peraturan 

pemerintah”. 
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Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
54

 

 

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan kesimpulan dimensi dan indikator bahwa di dalam 

4.2.1.2 Perundingan Secara Tripartit 

Perundingan secara tripartit adalah perundingan yang 

dilakukan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Pemerintah 

atau mediator dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan 

terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan pasal 151 

ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Mediator hubungan industrial yang selan
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 melalui Dinas Tenaga Kerja setempat, 

apabila pertemuan tersebut  tidak dapat diselesaikan juga, maka 

pihak Dinas tersebut melimpahkan kasus tersebut ke provinsi agar  

dapat diselesaikn secara Tripartit. 

Gambar 4.2 

Grafik Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 

Tahun 2021 s.d 2023 

 

 

Menerima pelimpahan dari Kabupaten/kota untuk di 

tingkatkan secara Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, Pekerja) 

lamanya Penyelesaian satu bulan setengah hari kerja, kasus yang 

masuk tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari diteliti dan diperiksa 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2021 2022 2023

Grafik Kasus 

Jumlah Kasus



54 
 

 

kelengkapan administrasi sesuai kebutuhan yang di atur dalam 

peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indosesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang pedoman 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan 

bipartit. Setelah kasus 7 (tujuh) hari apabila tidak lenkap kasus 

tersebut dikembalikan ke kabupaten/kota untuk dilengkapi. 

Setelah berkas dilengkapi oleh pihak pekerja, Disnaker 

mempelajari kasus tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja dilalukan 

klarifikasi kepada kedua belah pihak pengusaha dan pekerja. Proses 

penyelesaian mediasi satu bulan setengah hari kerja, mediasi 

dilakukan tiga tahap apabila tercapai kesepakatan maka mediator 

wajib 

yang 

ditandatangai oleh kepala Dinas dan Mediator. Anjuran tersebut 

diajukan oleh kedua belah pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial 

(PHI). 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 3 Oktober 2023 

dengan 

tersebut setelah menerima pelimpahan dari kabupaten/kota 

yang tidak ada mediatornya. Maka setelah menerima dari 
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kabupaten/kota kepala bidang mempertimbangkan kasus 

tersebut bisa di mediasikan atau tidak. 

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

, mengatakan 

bahwa
56

 “Setelah menerima pelimpahan dari Dinas Kabupaten/Kota 

maka pihak Dinas Provinsi yang ada mediatornya dan kasus yang 

masuk di dinas akan di teliti dan di pelajari kelengkapan administrasi 

oleh Kepala Seksi Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial 

baru diserahkan ke Mediator”. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi Persyaratan Kerja atau Mediator 

pelimpahan para pihak mediator mempelajari 

kasus tersebut apabila kasus masih kurang kelengkapan 

berkas tentunnya pihak mediator meminta pihak pekerja 

wajib melengkapin berkas tersebut. Apabila berkas tersebut 

sudah lengkap maka mediator dapat melakukan mediasi 

secara tripartit.  

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30  September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
58

 “Perundingan yang tidak 

mencapai kesepakatan untuk penyelesaian antara pengusaha dan 

pekerja karena tidak ada kesesuaian hak yang di tuntut oleh pekerja 
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(pesangon) oleh karena itu menyelsaikan sesuai kemampuan 

perusahaan maka kasus tersebut dilimpahkan ke Dinas Provinsi. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
59

 

Pihak pekerja dan pengusaha tidak mau melakukan 

pertemuan mediasi secara bipartit, pekerja tersebut dapat 

meminta bantuan penyelesaian secara Tripartit melalui Dinas 

Tenaga Kerja setempat yang ada mediatornya. Karena 

pekerja menuntut hak-haknya (Pesangon) sesuai ketentuan 

perundang-undangan ketenagakerjaan tentang  pesangon. 

 

apabila sudah menerima pelimpahan dari 

Kabupaten/Kota maka kasus tersebut diteliti dan di pelajari oleh 

kasie dan diserahkan ke pihak mediator yang akan memediasikan 

untuk diselesaikan masalah  tersebut.   

4.2.1.2.2 Meneliti Kasus dan Kelengkapan Administrasi 

Setelah menerima pelimpahan dari kabupaten/kota maka 
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undangan yang berlaku. Adapun kelengkapan 

administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut : 

a) Surat pelimpahan kasus dari Dinas kab/kota. 

b) Risalah bipartit. 

c) Foto kopy Kontrak Kerja. 

d) Foto Kopy daftar Gaji/slip gaji atau rekening koran gaji. 

e) Foto kopy surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesusi dengan 

ketentuan yang berlaku. 

f) Surat Panggilan I s/d surat panggilan III dalam mediasi. 

g) Foto kopy absen apabila ada. 

 

Setelah melengkapi persyaratan maka mediator dapat 

melakukan mediasi secara tripartit. Sebagaimana kita ketahui 

bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh adalah 

tempat penyelesaian permasalahan perselisihan di perusahaan yang 

terjadi 

Mobilitas Penduduk Aceh, 

mengatakan bahwa
60

 “Setelah menerima pelimpahan Kasus yang 

masuk ke Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja pihak kepala bidang mempelajari dan mempertimbangkan 

kasus tersebut bisa di selesaikan atau tidak”. 
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Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

Kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota diselesaikan secara 

Tripartit dapat dilakukan oleh mediator setelah hasil kasus 

pelimpahan dari Kabupaten/Kota di pelajari dan di teliti 

kelengkapan administrasi selama 7 hari sebelum dilakukan 

mediasi, apabila belum lengkap pihak mediator dapat 

meminta pihak Kabupaten/Kota melenkapi kasus yang 

dilimpahkan tersebut.  

 

Hasil wawancara Peneliti pada 30 September 2023 dengan 

Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil Cabang 

Banda Aceh, mengatakan bahwa
63

 “Setelah mediator meneliti 

kelengkapan administrasi dan membuat surat pemanggilan maka 

pihak pengusaha siap melaksanakan dan mengikuti pemanggilan 

sidang mediasi 
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Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
64

 “Pekerja melaporkan 

kasus ke Dinas Provinsi dan mendengar arahan dari Mediator maka 

Pekerja harus menyiapkan berkas-berkas agar dapat diteliti oleh 

mediator agar dapat di mediasikan”. 
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kita ketahui dari Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Aceh pada dasarnya tidak berminat menjadi seorang 

Mediator karena pekerjaannya rumit dan berkecimpung tentang 

hukum dan Undang-undang  dengan sendirinya kasus-kasus yang 

ada di Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan secara Bipartit, 

dimana pemahaman dan penguasan wawasan tentang Undang-

undang ketenagakerjaan sangat terbatas akibatnya terjadinya 

penyelesaian.     

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30  September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
68

 

Karena dalam perundingan di perusahaan tidak mencapai 

kesepakatan maka kasus tersebut dilimpahkan ke 

kabupaten/kota karena dikabupaten tidak mempunyai 

mediator maka kasus tersebut di limpahkan ke 
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4.2.1.3.2 Sarana & Prasarana 

 Dalam penyelesaian kasus-kasus yang diselesaikan oleh 

Disnakermobduk Provinsi Aceh maupun Disnaker Kabupaten/Kota 

belum memadai fasilitas yang ada baik sarana  tempat maupun 

prasaran serta kurangnya kenyamanan  sidang dalam penyelesaian 

Mediasi. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 3 Oktober 2023 

dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
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Tenaga Kerja 

Karena terbatasnya fasilitas ruangan yang tidak memadai 

maka untuk saat ini penyelesaian Perselisihan hubungan kerja 

hanya dapat dilakukan di ruangan kepala bidang hubungan 

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja walaupun banyak 

kasus yang dilimpahkan dari kabupaten/kota namun kasus 

tersebut wajib di selesaikan oleh mediator provinsi karena di 

kabupaten kota tidak ada mediatornya.  

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

, mengatakan 

bahwa:
71

 

Dalam penyelesaian perselisihan secara mediasi masih ada 

hambatan karena fasilitas yang ada di kantor tidak dapat 

dipergunakan sesuai  dengan keinginan yang diharapkan. 

Setiap kasus yang di limpahkan dari Kabupaten/Kota 

pastinya kasus yang belum terdapat iktikat baik antara 

pengusaha dan pekerja, sehingga pemerintah mengupayakan 

ruangan, sarana dan prasarana yang tersedia untuk sementara 

hanya yang dimiliki oleh Dinas.  

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi Persyaratan Kerja atau Mediator 

penyelesaian kasus yang 

seharusnya mempunyai ruangan dan tempat serta sarana yang 

mencukupi namun  pihak Dinas belum menyediakan tempat 

mediasi khusus yang akan di gunakan oleh Mediator akan 

tetapi selama  ini ruangan untuk menyelesaikan sidang 

mediasi tersebut  hanya ruang  kepala Bidang dan ruangan 

kerja karyawan.  
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kesimpulan dari dimensi dan indikator bahwa 

mengharapkan kepada 

 ruangan yang belum 

memadai segera menyiapkan ruang Mediasi khusus supaya ada 

kenyamanan didalam penyelesaian perselisihan hubungan indusrtial. 

4.2.1.4 External 

4.2.1.4.1 Kurangnya input informasi mengenai regulasi ketenagakerjaan 

Para pihak pengusaha dan pekerja hanya memikirkan buruh 

itu harus bekerja dan pengusaha berharap pekerjaan yang dikerjakan 

oleh pekerja sepenuhnya dan tidak memikirkan aturan dan Undang-

undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan pengusaha dan 

pekerja yaitu diatur oleh Undang-undang ketenagakerjaan dan kedua 

belah pihak tersebut tidak memahami aturan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), aturan upah, aturan perjanjian kerja, aturan peraturan 

perusahaan, aturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 3 Oktober 2023 

dengan 

bahwa:
73

 

Pihak pengusaha hanya memikirkan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pekerja sepenuhnya, tidak memikirkan aturan-

aturan dan undang-undang yang mengatur tentang hubungan 

kerja antara pengusaha dengan pekerja yaitu diatur oleh 

undang-undang ketenagakerjaan dan kedua belah pihak 

                                                           



65 
 

 

tersebut tidak memahami aturan undang-undang 

ketenagakerjaan (aturan PHK, aturan Upah, aturan Penjanjian 

Kerja, aturan Pearturan Perusahan, aturan Perjanjian kerja 

bersama). 

 

Hasil wawancara Peneliti pada  tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi 

penyelesaian melalui mediasi, mediator tetap 

berpegang kepada Undang-undang yang berlaku,  hanya 

pihak pengusaha dan pekerja tidak saling memahami dalam 

penyelesaian mediasi yang mana hak pengusaha dan yang 

mana hak pekerja sering terjadi bahwa kedua belah pihak 

mempertahankan egonya masing-masing, dan tidak mau 

memahami aturan yang ada.    

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
76

 “Dalam sidang mediasi 

yang yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja dan pemerintah, pihak 

pengusaha harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang 
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telah di tetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan tetapi salah satu 

pihak tidak memahami ketentuan tersebut”. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
77

 

Pekerja menuntut hak-haknya dalam sidang mediasi yang 

dilakukan oleh pengusaha, pekerja dan pemerintah, tapi 

pekerja tidak memahami aturan ketenagakerjaan maka dari  

itu sipekerja meminta bantuan dari Dinas Provinsi untuk   

menuntut pesangon sesuai dengan masa kerjanya tetapi pihak 

pengusaha tidak memenuhinya.   

 

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa di dalam  perundingan ini pengusaha menilai 

pekerja untuk melakukan pertemuaan secara musywarah dan 

mufakat tidak menunjukan iktikat baik dalam penyelesaian internal, 

antara pengusaha dan pekerja sehingga tambah rumit, karena 

menghadirkan pengacara pada saat pertemuan. 

4.2.1.4.2 Tidak ada I’tkat baik dari 

 

 peyelesaian perselisihan pendapat tetap berpegang 

kepada peraturan perusahaan dan pihak pekerja tetap berpegang 

kepada Undang-undang ketenagakerjaan tetapi peraturan perusahaan 
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itu sudah mewakili dari peraturan Undang-undang karena sudah 

disahkan oleh pemerintah tetapi  masih kurangnya sosialisasi  

terhadap pengusaha dan pekerja tentang peraturan perusahaan. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 3 Oktober 2023 

dengan 

mengatakan 

bahwa:
79

 

Setiap kasus yang di limpahkan dari kabupaten kota pastinya 

kasus yang belum mendapat iktikat baik antara pengusaha 

dan pekerja, mengupayakan penyelesaian antara pengusaha 

dan pekerja didasarkan pada semua keinginan untuk 

menyelesaikan baik itu hak pekerja maupun hak pengusaha 

secara mufakat dan musyawarah untuk mencapai satu 

penyelesaian yang adil.  

 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 4 Oktober 2023 

dengan Kepala Seksi Persyaratan Kerja atau Mediator Dinas Tenaga 
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Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, mengatakan bahwa
80

 “Dalam 

penyelesaian secara mediasi, tugas mediator mengupayakan untuk 

penyelesaian mufakat dan musyawarah kalau dalam penyelesaian 

tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan tentunya mediator 

menyelesaikan dengan prosedur undang-undang ketenagakerjaan”. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30  September 2023 

dengan Pimpinan Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa
81

 “Pihak Pengusaha 

menilai pekerja dalam melakukan pertemuan secara musyawarah dan 

mufakat tidak menunjukkan iktikat baik dalam penyelesaian 

external, antara pengusaha dan pekerja bahkan masalah tersebut 

menjadi rumit, karena menghadirkan pengacara pada saat 

pertemuan”. 

Hasil wawancara Peneliti pada tanggal 30 September 2023 

dengan Pekerja Perusahaan PT. Armada Banda Jaya Suzuki Mobil 

Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:
82

 

Pengusaha melakukan pemutusan kerja kepada pekerja 

dengan alasan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan, maka pihak   pekerja tidak 

menerimanya karena pihak pengusaha tanpa ada pembinaan, 

surat peringatan I s/d surat peingatan III dan pihak pengusaha 

pun tidak hadir waktu persidangan belangsung maka tidak 

ada titik temu(iktikat baik). 

 

kesimpulan dari dimensi dan indikator bahwa dalam 
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mediasi antara pengusaha dan pekerja tidak tercapai kesepakatan 

maka perundingan tidak ada iktikat baik dalam penyelesaian namun 

Disnakermobduk Aceh yang akan memediasikan untuk diselesaikan 

masalah  tersebut.  

4.3 Pembahasan Penelitian 

4.3.

 sendiri adalah hakim atau pihak 

lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang 

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan  penyelesaian perselisihan tanpa menggunankan 
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kekerasan atau menggunakan tindakan yang anarkis, maka dalam 

Penyelesaian ini  mediator sangat profesional dalam mengambil 

keputusan agar masyarakat merasa puas dengan peran Disnakermobduk 

Aceh. 

Dalam hal ini sesuai dengan teori Duverger, menyatakan bahwa 

terjadi di masyarakat yang 

bekerja di perusahaan yang dilakukan dengan cara mediasi, mediasi 

mendorong pelibatan aktif para pihak yang berselisih  untuk duduk 

bersama  menemukan solusi terhadap persoalan  mereka yang menuntut 

hak-hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pengusaha agar 

peran Disnakermobduk Aceh sangat dibutuhkan di masyarakat. 
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Hal ini sesuai dengan teori Abdulsyani menyatakan : “Peran 

Bipartit belum mencapai 

mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan maka pihak pengusaha 

memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan pekerja, karena Pengusaha 

belum membayar hak-hak dan kewajiban pekerja, maka pekerja 

melimpahkan kasus tersebut ke 
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namun tidak ada kesepakatan maka 

Disnakermobduk Aceh  harus membuat anjuran. 

Dalam hal ini sesuai teori Gitosudarmo dan Sudita menyebutkan 

bahwa “organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas 

kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang–ulang oleh 

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan”
85

 

Temuan: 2 

Pada dasarnya perundingan secara Tripartit dilakukan antara 

pengusaha, pekerja dan pemerintah atau melalui mediator dengan 

segala untuk berupaya mengusahankan agar jangan terjadi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

 

4.3.2 Kendala-Kendala apa saja 
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sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan.
86
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Sebagaimana kita harapkan dalam pelaksanaan penyelesaian 

kasus yang dilaksanakan seharusnya mempunyai ruangan dan tempat 

serta sarana yang mencukupi namun  pihak Disnakermobduk Aceh 

belum menyediakan tempat mediasi khusus yang akan di gunakan oleh 

Mediator akan tetapi selama  ini ruangan untuk menyelesaikan sidang 

mediasi tersebut  hanya ruang  kepala Bidang dan ruangan kerja 

karyawan.  

Adapun temuan lapangan terhadap faktor internal kendala-

kendala yang dihadapi Disnakermobduk Aceh, sebagai berikut : 

Temuan: 3   

Secara Internal dalam penanganan mediasi perselisihan ditemui 

kurangnya Fasilitas ruangan yang tidak memadai dan masih kurang 

mediator di kabupaten/kota maka kasus sering dilimpakan  ke Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi. 

4.3.2.2 External 

Banyak kendala yang dihadapi Disnakermobduk Aceh  dalam 

penyelesaian perselisihan antara lain kurangnya pengetahuan para pihak 

mengenai regulasi ketenagakerjaan karena kedua belah pihak yang 

berselisih tidak memahami aturan undang-undang ketenagakerjaan 

sehingga aturan pemutusan hubungan kerja, aturan upah, aturan 

perjanjian bersama sehingga tidak tercapai kesepakatannya. 

Dalam 
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Dalam pemutusan hubungan kerja sering terjadi karena masih 

ada Perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja di dalam 

perusahaan maka penyelesaian  secara mediasi pihak Disnakermobduk 

Aceh tetap berpegang kepada undang-undang yang berlaku hanya pihak 

pengusaha dan pekerja tidak saling memahami tata cara penyelesaian 

secara  mediasi dan kedua belah pihak mempertahankan egonya 

masing-masing. 

musyawarah 

untuk mencapai mufakat tapi dalam penyelesaian tersebut tidak ada 

iktikat baik untuk menyelesaikan tentunya Disnakermobduk Aceh  

menyesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan. 

Adapun temuan lapangan terhadap faktor external kendala-

kendala yang dihadapi Disnakermobduk Aceh, sebagai berikut : 

 

Temuan: 4  

Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tidak 

ada iktikat baik dalam penyelesaian antara pengusaha dan pekerja 

mereka mempertahankan egonya 
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 Indutrial. Berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat antara pengusaha 

dan pekerja, maka di perlukan peran Disnakermobduk Aceh dalam 

penyelesaian ini, apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan 

maka pengusaha dan pekerja membuat risalah perundingan Tripartit. 

Untuk 



77 
 

 

 

1. Penduduk Aceh 

agar membuat usulan program penambahan SDM yang membidangi dalam 

mediasi, dengan tersedianya SDM yang membidangi dalam mediasi di 

Kabupaten/Kota sehingga berkurangnya kasus -kasus yang dilimpahkan ke 

Disnakermobduk Aceh. 

2. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

melengkapi kebutuhan sarana tempat dan sarana lainnya untuk 

pelaksanaan sidang yang lebik efektif dan nyaman sesuai yang diharapkan  

pada saat sidang berlangsung.  
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Lampiran 4 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas 
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Lampiran 5 Data Jumlah Perusahaan Terdaftar Wajib Lapor 
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Lampiran 6 Pedoman Wawancara 

KUISIONER PENELITIAN  

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGUSAHA DAN PEKERJA PADA 

DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH 

Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja pada 

Provinsi Aceh? 

NO Dimensi Indikator 

1 Perundingan 

Secara Bipartit 

a. Musyawarah  

b. Perjanjian Bersama (PB) 

2 Perundingan 

Secara Tripartit 

a. Penglegesian 

b. Meneliti kasus dan kelengkapan 

administrasi 

 

Sumber : Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Peyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan 

pekerja ? 

NO Dimensi Indikator 

1 

 

Internal  a. Kurangnya SDM yang membidangi 

mediasi 

b. Sarana dan Prasarana 

2 External a. Kurangnya input informasi mengenai 

regulasi ketenagakerjaan oleh pihak 

berselisih 

b. Tidak ada I’tkat baik dari pihak yang 

berselisih 

Sumber : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh 

Dalam Memberikan Pelayanan Guna Menyelesaikan Perselisihan 

Hubungan Industrial? 

Perundingan Bipartit 

Musyawarah 

1. Dalam perundingan bipartit siapa saja yang melakukan 

musyawarah? 

2. Apa yang dihasilkan dalam musyawarah pada perundingan 

Bipartit? 

3. Bilamana musyawarah tidak menemukan penyelesaian 

perselisihan, maka bagaimana kelanjutan dari perundingan bipartite 

tersebut? 

4. Dimana dilakukan musyawarah tersebut? 

5. Bagaimana cara melakukan perselisihan melalui musyawarah? 

Perjanjian Bersama (PB) 

1. Siapa yang menyetujui perjanjian Bersama dalam perundingan 

bipartit? 

2. Apa isi dari perjanjian Bersama dalam perundingan bipartit? 

3. Bilamana perundingan bipartit terselesaikan dengan perjanjian 

Bersama, maka  

Perundingan Tripartit 

Pelegesian 

1. Siapa yang menerima pelegesian kasus dari kab/kota? 

2. Apa yang membuat kasus tersebut dilakukan legalisasi dari 

kabupaten/kota? 

3. Bilamana legalisasi tertolak maka bagaimana tindak lanjut dari 

kasus tersebut? 

4. Dimana legalisasi dilakukan? 

5. Bagaimana proses legalisasi kasus clari kabupaten/kota? 
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Administratif 

1. Siapakah yang meneliti kasus dan kelengkapan administrasi pada 

perundingan tripartit? 

2. Apa dengan kekurangan administrasi pada perundingan tripartit 

dapat dilanjutkan proses kasus tersebut? 

3.  Bilamana administrasi pada perundingan tripartit tidak sesuai? 

4. Dimana dilakukan penelitian kasus dan kelengkapan administrasi? 

 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha 

dan pekerja ? 

Kurangnya SDM yang membidangi mediasi 

1. Apakah kendala-kendala yang dihadapi mediator ialah kurang nya 

Mediator? 

2. Bilamana tingginya angka perselisihan, apakah mediator dapat 

menyelesaikan kasus dengan efektif? 

3. Dimana saja tersedia mediator? 

4. Bagaimana penyelesaian dengan kendala kurangnya mediator? 

5. Berapakah Jumlah yang dikatakan mencukupi ? 

 

Sarana dan Prasarana 

1. Apa sarana dan prasarana menjadi suatu hal penting dalam 

penyelesaian perselisihan? 

2. Bagaima jika sarana dan prasarana tidak memadai, apakah 

penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan? 

3. Mengapa sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses 

penyelesaian perselisihan? 

 

Kurangnya input informasi mengenai regulasi ketenagakerjaan oleh 

pihak berselisih 
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1. Apakah penyebab pihak perselisihan karna kurangnya pengetahuan 

tentang Mediasi ? 

 

Tidak ada I’tkat baik dari pihak yang berselisih Apa faktor yang 

menyebabkan diskriminasi pada perselisihan 

1. Bagaimana penyelesaian dari diskriminasi pada perselisihan?  

2. Mengapa diskriminasi terjadi? 
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Lampiran 7 Foto Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial 

DISNAKERMOBDUK Aceh Pada tanggal 7 Agustus 2023 

 

 

Wawancara dengan Kepala Seksi Persyaratan Kerja atau Mediator 

DISNAKERMOBDUK Aceh 

 


